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ABSTRAK

Nama : Uda Rani Ulfa Siregar

NIM. : 1410200077

Fakultas : Syariah dan llmu Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Macet pada

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bersama Di Kecamatan
Angkola Selatan

Penyelesaian secara bahasa adalah cara, sedangkan seedraadstlibh
proses, cara, perbuatan, menyelesaikan dalam berbagai arti sepertiegamiuzn
pencegahan ingkar-janji dalam kredit. Wanprestasi adalah ingkargmseorang
yang melakukan perjanjian akan tetapi tidak melakukan isi pemangrsebut).
Perjanjian §kad) adalah pertemuan antara pembeli dan penjual yang menimbulkan
adanya ijab dan kabul diantara keduanya sehingga melahirkan suatuhaikitaot
pada objek transaksi diantara penjual dan pembeli. Sedangkan kredit dedabt a
dimana debitur baik perorangan maupun perusahaan tidak mampu membayar kredit
pada waktu yang ditentukan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk-bentuk
wanprestasi dalam perjanjian kredit macet BUMDES Bersama darfaan
Angkola Selatan, Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi g&iganjian
kredit macet pada BUMDES Bersama di Kecamatan Angkola Selakzam,
Bagaimana pandangan KHES terhadap bentuk penyelesaian wanprefdasi da
perjanjian kredit macet pada BUMDES Bersama di Kecamatan Angkola Selatan.

Penelitian ini adalah penelitan lapangdield research) atau biasa disebut
juga penelitian empiris. Penelitian empiris artinya penelymamg melihat fenomena
hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di masyarakat. Siatebada
dua yaitu primer dan sekunder, sementara instrumen pengumpulan data yaitu
wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Bentuk-Bentuk
wanprestasi dalam BUMDES sebagai berikut: (1) Tidak Melakukan YAuag
Dijanjikan, (2) Melakukan Apa Yang Dijanjikan Tetapi Terlami§a}, Melaksanakan
Sebagian Apa Yang Dijanjikan. Penyelesaian Wanprestasi dalaemjirerjKredit
Macet pada BUMDES di Kecamatan Angkola Selatan terhadap nadelbiédr yang
melakukan wanprestasi dengan menempuh penyelesaian dengan cara damai
(musyawarah), dan pihak bumdes akan memberikan sanksi berupa denda terhadap
nasabah yang melakukan wanprestasi. Apabila penyelesaian tersekuieitiasil
maka pihak bumdes akan memyelesaiakan ke tahap selanjutnya pepgdiihan
asset serta ke jalur hukum. Penyelesaian sengketa wanprestaspeigéanmian kredit
macet pada BUMDES sudah sesuai dengan KHES, hal ini dapat gaditlatKHES
Pasal 38 poin (D) yaitu DENDA.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab
dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian ditagkhn
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab

dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf | Nama Hur uf
Huruf Latin Nama
Arab Latin
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< sa $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha h Ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh kadan ha
3 Dal D De
3 zal Z zet (dengan titik di atas)
D) Ra R Er
J Zai z Zet
o Sin S Es




o Syin Sy es dan ye
) sad S es (dengan titik di bawah)
U= dad d de (dengan titik di bawah)
L ta t te (dengan titik di bawah)
L za z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain Koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

- Fa F Ef

a Qaf Q Ki

& Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim M Em

0 Nun N En

3 Wau wW We

° Ha H Ha

3 Hamzah Apostrof

< Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal

tunggalataumonoftong dan vocal rangkapaudiftong.



a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

C.

tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
—_ fathah A A
-_— Kasrah I I
3 dommah U U

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Hur uf Nama Gabungan Nama
..... Y fathah dan ya Ai adani
ER fathah dan wau Au adanu

Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf dan
Nama Nama
Huruf Tanda
s.....) fathahdan alif atawya a a dan garisitas
i dan garis di
S Kasrah darya i
bawah
S dommah dan wau a u dan garis di




atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidiau mendapat harkat
fathah kasrah, dadommabh, transliterasyaadalah /t/.

b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mentiapedt sukun,
transliterasinya adalah /h/.
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikutkatahyang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpksakam

marbutahtu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)
Syaddahatautasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddsthu tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddabh itu.

5. Kata Sandang



Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:
J'. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakaa kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang dékuti ol
huruf gamariah.
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang iyt
oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /|
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata
sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti huruf gamariah adalah kata sandang ykat dii
oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan

didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliteragdrab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan
diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dikmgkan,

karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, b&ild, isim, maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sadah |

dirangkaikan dengan kata lain karena ada hata@iharakat yang dihilangkan



maka dalam transliterasini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua

cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab
huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebutndigan juga.
Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya
huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan [Emu
kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, makagyditulis dengan
huruf capital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata
sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisadisatukan dengan
kata lain sehingga ada hurafauharakat yang dihilangkan, huruf capital tidak

dipergunakan.

Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagitak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu

keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedomanh tajwi



Sumber: Tim Puslit bang Lektur KeagamaBedoman Trandliterasi Arab-Latin.
Cetakan Kelima, 2003, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan

Lektur Pendidikan Agama.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini di Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan
nasional disegala bidang, dimana pembangunan merupakan usaha untuk
menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.Pembangunan nasional
merupakan upaya pembangunan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk
melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercarmizmm dal
alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian
abadi dan diperlukan peran Negara kesejahteraan sSé&akna Saat ini di
Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran.Kemiskinan d
Indonesia dapat dilihat dari segi pendapatan ekonominya. Persoalan gemngang
lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja
terutama di perdesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan
pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan.Pemberdayaan yang
tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan

pendayagunaan.

luuD 1945 Alineai IV, him. 2.



Untuk mencapai tujuan nasional, pembangunan nasional harus dibangun di
segala sektor kehidupan bangsa. Sektor-sektor pembangunan tersebut iantara la
sektor politik, ekonomi, budaya, hukum,sektor ilmu pengetahuan dan teknologi
serta sektor keamanan. Guna mencapai semua itu diperlukan peran dédaara
membangun dan mengimplemantasikan kebijakan publik di bidang keseyahtera
(public welfarey

Pada tahun 2016 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bersama adalah
peralihan dari progam pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (RixgM) y
berakhir pada bulan desember 2014.Bumdes bersama sarasi sebagai badan usaha
dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan
pendayagunaan sumber daya ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh
desa atau kerjasama antara desa para anggotanya atas dagappnisigi dan
kaidah-kaidah ekononfi.

Tujuan didirikan Bumdes bersama sarasi adalah untuk memajukan
kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan
makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.Meningkatkan kesejahteraan dan

taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.Menjadi

2Edi SuhartoKebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2007), him. 12.
3siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Bun¥sama, wawancara di kantor
Bumdes, Rabw Juni 2018, Jam 11:00 WIB .



gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional
Menumbuh-kembangkan pemberdayaan ekonomi rdkyat.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka Bumdes Bersama
Sarasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kesggdian
anggota, yaitu kegiatan simpan pinjam, pengadaan barang jasa, kontraktor, dan
unit usaha lainnya. Kegiatan unit simpan pinjam ditujukan untuk menghimpun dan
menyalurkan dana dari dan untuk anggota Bumbes bersama sarasi dan calon
anggota Bumdes Bersama Sarasi. Bumdes Bersama Sarasi mempunyalariodal
pengalihan aset PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Angkola Sditetapkan
sebesar Rp. 2.100.749.347,-. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok,
simpanan wajib, dana cadangan, sumbangan, hibah dan lain-lain yang tidak
mengikat’

Pengelola Bumdes bersama sarasi saat ini terdiri kepalaafrkesangan,
staf administrasi, staf analis kredit, dan staf collector yang rugyteng jawab
sesuai peran dan fungsinya masing-masing dalam melaksanakan pamgelol
kegiatan. Pengelola dibentuk sesuai dengan proses pelaksanaan kegiatan, ta
untuk menjadikan pengelola sebagai lembaga nfikemce yang profresional dan
partisipatif maka keberadaan pengelola diatur di dalam AD-ART adpin le

terukur dan bertanggungjawab. Selain pengelola ada juga pengurus yang

“Profil Pengelola BUMDES Bersama Kecamatan Angkola Sel&imjpaten Tapanuli Selatan.
5 .
Ibid.,



berkewajiban menyelenggarakan dan mengendalikan organisasi dan usaha
Bumdes bersama sarisi.

Salah satu bentuk program BUMDES Bersama adalah meminjamkan
modal dalam bentuk simpan-pinjam untuk kelompok perempuan. Meminjam
modal tersebut harus digunakan untuk modal tidak boleh digunakan untuk
pembangunan/ rehabilitas bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah serta
pembelian senjata, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang merusak limgkunga
pembiayaaan gaji pengawai negeri dan kegiatan yang tidak memiliki manfaat.

Aturan meminjamkan modal di BUMDES Bersama harus memenuhi syarat
yang sudah ditentukan bersama, adapun syarat tersebut adalah hasuslesarg
tersebut, memiliki KTP berdomisili di desa tersebut, dan memberikan jaminan atau
agunan misalnya BPKB, sertifikat tanah, dll. Dalam peminjaman BBESI
Bersama ini diutamakan rumah-tangga miskin yang dipergunakan untik UK
Kemudian proses pengembalian dilakukan dengan sistem kredit atau angsuran
yang dibayarkan setiap bulan sekali dengan bunga tetap. Dana pengemaali
masyarakat yang telah dikumpulkan selama satu tahun kemudian diseiterkan

UPK di kecamatan dan akan dipinjamkan kembali secara bergulir kede%a lain.

®Ibid.,

’Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Buniesama, wawancara di kantor
Bumdes, Rabu, 6 Juni 2018, Jam 11:00 WIB.

8siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir BunBk¥sama, wawancara di kantor
Bumdes, Rabu,6 Juni 2018, Jam 11:00 WIB.



Setiap program yang dirancangkan pemerintah tidak terlepas dari
permasalahan atau kendala saat pembayaran seperti permasalahayaemb
kredit macet atau angsurannya macet, maka pengelola BUMDES mBersa
membuat aturan secara bersama-sama masyarakat desa meisyaiwarah
apabila terjadi kredit macet atau keterlambatan pembayaran angsuran diberika
denda pembayaran sebesar Rp 5.000,-/hari, selain itubila sanksi teicahout
berpengaruh kepada anggota maka penglola akan mengeluarkan surat peringatan
pertama, kedua dan ketiga dan apabila masih tidak berpengaruh makklpeng
akan melakukan lelang terhadap jaminan yang diberikan dan pihak pengelola t
menyalurkan dana lagi ke desa tersebut apabila pihak peminjakukasikredit
macet’

Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit macet pada BUMDES
Bersama adalah para anggota kelompok tidak melakukan apa yang digamjanji
diawal perjanjian, dimana mereka telah sepakat akan membaydarciaya
perbulan sekalff’

Adapun sanksi yang ditetapkan BUMDES Bersama. Sanksi adalah satu
bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adanya pelanggaran atas peraturan dan

tata cara yang telah ditetapkan di dalam BUMDES Bersama. iSa@ksjuan

°Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir BunBk¥sama, wawancara di kantor
Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.

19siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Buniéersama, wawancara di kantor
Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.



untuk untuk menumbuhkan rasa tanggung-jawab berbagai pihak terkait dalam
pengelolaan kegiatan BUMDES Bersama.

Adapun sanksi berupaertama, sanksi masyarakat yaitu sanksi yang
ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua
kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan datanadzea
pertemuarKedua, sanksi hukum vyaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlakietiga, sanksi program adalah
pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa yang bersangkutan tidak
dapat mengelola BUMDES Bersama dengan baik, seperti: menyalahipprins
prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil
kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidakdapat dimanfalt@mata
tersebut akan dimasukkan sebagai kecamatan bermasalah sehingga ulagat dit
pencairan dana yang sedang berlangsung, serta tidak dialokasikan untuk tahun

berikutnya®*

Adapun sanksi-sanksi lainnya yaitu:
1. Kelompok yang melakukan tunggakan Angsuran tidak tepat pada waktunya

dikenai denda dengan bunga tetap sesuai dengan saldo pinjaman.

Hsiti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Busigiersama, wawancara di kantor
Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.



2. Kelompok yang melakukan tunggakan Angsuran selama 1(satu) bulan akan
menerima surat teguran dari Kepala Desa/Lurah setempat dengan tembusa
kepada PJOK, dan tunggakan akan diumumkan pada papan informasi desa dan
kecamatan.

3. Kelompok yang melakukan tunggakan Angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-
turut akan menerima surat teguran dari PJOK dengan tembusan kepada Cama
dan KM-Kab.Tapsel, dan tunggakan serta foto kelompok akan diumumkan
pada papan informasi desa dan kecamatan.

4. Kelompok yang melakukan tunggakan Angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-
turut akan menerima surat teguran dari Camat dengan tembusan kepada
kapolres TAPSEL, serta panggilan oleh Camat dan tunggakan serta foto
kelompok akan diumumkan pada papan informasi desa dan kecamatan.

5. Kelompok yang melakukan tunggakan Angsuran di atas 3 (tiga) bulan akan di
proses secara hukum dengan indikasi penipuan, pemalsuan terhadap masyarakat
dan tunggakan serta foto kelompok akan diumumkan pada papan informasi
desa dan kecamatah.

Bagi anggota yang melakukan tunggakan pembayaran kredit di BUMDES

Bersamayaitu: bagi peminjam yang melakukan 1-2 kali tunggakan dengamalasa

yang jelas maka tunggakannya akan ditutupi dengan meminjam dari yaodgl

ada pada kelompok (kesepakatan sistem tanggung renteng), bagi penasingam y

2siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Busilersama, wawancara di kantor
Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.



melakukan 3 kali tunggakan maka kelompok akan melakukan penyitaan terhadap
barang-barang pribadi peminjam dan kelompok berhak menjualnya sesuai dengan
jumlah seluruh pinjaman (pokok dan jasa) sampai dengantinas.

Adapun penyelesaian sengketa yang dilakukan BUMDES Bersama
terhadap pihak yang melakukan wanprestasi akibat terjadinya tunggakan
pembayaran cicilan ada dua cara yaitu dengan cara kekeluargaan dan jalur
pengadilan, apabila jalur kekeluargaan tidak berhasil ditempuh maka
penyelesaiannya melalui jalur pengaditan.

Dalam KHES pasal 36 menyatakan bahwa pihak yang dianggap melakukan
ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.

b. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam pasal 37 KHES menyebutkan bahwa pihak yang melakukan ingkar-
janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejeeiahtu t
dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkanakaihak
dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yemguéan.

Adapun sanksi dalam KHES yang melakukan ingkar-janji terdapat ¢ealsah 38

13siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Busiéiersama, wawancara di kantor
Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.

1siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Buniéersama, wawancara di kantor
Bumdes, Kamis,7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.



adalah: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, dan

membayar biaya perkata.

Faktor-faktor yang terjadi wanprestasi di desa saya salah satunya
Pertama, faktor ekonomi, sehingga terjadinya kredit macet yang dilakukan pihak
peminjam terhadap BUMDES Bersamigedua, faktor-faktor sehingga terjadi
wanprestasi adalah adanya penunggakan pembayaran cicilan kredit yang dilakukan
beberapa pihak peminjam, sehingga dengan adanya penunggakan pembayaran
cicilan tersebut terjadi wanprestasi antara pihak yang melakukaggakan

dengan BUMDES Bersanté.

Fakta yang ada di desa simarpinggan yang saya cermati sefdas
melangggar aasas-asas dalam perjanjian terdapat pasal 21 t(b)Ayaanah/
menepati janji), setiap akad wajib dilaksanakan oleh para @bakai dengan
kesepakatan yang ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan dan pada gaat yan
sama agar terhindar dari cidera janji. Jadi yang cermati @i si@sarpinggan
adanya salah satu kelompok melakukan ingkar-janji atau wanprestast akiba
terjadinya tunggakan pembayaran atau cicilan terhadap BUMDES Berngamga
dilakukan ibu tersebut tidak membayar kredit atau cicilan tidak s¢msdaal
pembayaran dan terkadang tidak mau membayar karena memliki beberapa faktor

seperti faktor keluargaan maupun faktor usaha dan faktor ekonomi yang

% ompilas Hukum Ekonomi Syariah(Jakarta: kencana, 2009), him. 21.
'8siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Bustersama, wawancara di kantor
Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.
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dijalankannya dalam mengembalikan pinjaman modal usahanya sehingga ter;j
pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati sebe|usempagga
terjadinya tunggakan pembayaran cicilan terhadap BUMDES Bersahag&:ae
ibu yang melakukan wanprestasi atau ingkar-janji telah melarmgjgzerjanjian
yangtelah disepakati diawal perjanjian, yang sebelumnya para pitlak sepakat

menenentukan jangka waktu pembayaran tersébut.

Maka dengan fenomena yang terjadi di desa simarpinggan tersebut penulis
tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta membahas tentangydResaian
Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Macet Pada Badan Usahlk DBsa

(BUMDES) Bersama Di Kecamatan Angkola Selatan.

B. Fokus M asalah
Penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang
dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini harda pa
penyelesaian  wanprestasi dalam perjanjian kredit macet pada
BUMDES.Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dilletaga pada
pihak-pihak yang terkait yang melakukan wanprestasidalam penakiedit
macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bersama serta anggota

peminjam lainnya di Kecamatan Angkola Selatan.

Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir BuniBrsama, wawancara di kantor
Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.
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C. Batasan Istilah

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat berbagai macam dan luasnya

bidang penelitian.Oleh karena itu perlu adanya pembahasan agar peneiitia

mempunyai arah yang jelas dan pasti yaitu sebagai berikut:

a.

Penyelesaian secara bahasa adalah cara, sedangkan bagaim@ana ca
menyelesaiakan permasalahan yang ada. Sedangkan secara penyslataian
proses, cara, perbuatan, menyelesaiakan dalam berbagai arti sepleetigzam

dan pencegahan ingkar janji dalam krégit.

Wanprestasi menurut KHES ialah ingkar jafjiSedangkan menurut istilah
seseorang yang melakukan perjanjian akan tetapi tidak melakukemjasijian

tersebut.

. perjanjian dalam hukum islam indonesia disebut &Rachta al- agad yang

berarti mengikat, menyambung atau menghubugkan. Secara terminilogi
perjanjian adalah pertemuan antara pembeli dan penjual yang memmbul
adanya ijab dan kabul diantara keduanya sehingga melahirkan suatu akiba

hukum pada objek transaksi diantara penjual dan pembeli.

. Badan Usaha Milik Desa (BumdeBersama adalah peralihan dari progam

pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM) yang berakhir pada
bulan desember 2014. Bumdes bersama sarasi sebagai badan usaha dalam

melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan

¥http:// penyelesaian diakses pada tanggal 12 Maret 2018, Jam 20:20 WIB.
9% ompilas Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: kencana, 2009), him. 26.
20syamsul AnwarHukum Perjanjian Syariah(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), him. 68.
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pendayagunaan sumber daya ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh
desa atau kerjasama antara desa para anggotanya atas dasapmsipijplan
kaidah-kaidah ekonomt.

e. Tujuan didirikkan Bumdes bersama sarasi adalah untuk memajukan
kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan
makmur berdasarkan pancasil dan UUD 1945. Meningkatkan kesejahteraan dan
taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Menjadi
gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.
Menumbuh-kembangkan pemberdayaan ekonomi r&kyat.

f. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik peroratman a
perusahaan tidak mampu membayar kredit tepat pada waktunya. Dimana kredit
macet merupakan kredit bermasalah dimana pengguna kartu kredit tidak
mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebi dari
bulan?®

Jadi dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji dan membleahtsg

Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Macet Badan Usah

Milik Desa (BUMDES) Bersama.

*!siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir BusB#esama, wawancara di kantor
Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.

2profil Pengelola BUMDES Bersama Kecamatan Angkola Sel#abupaten Tapanuli Selatan.

Bnttp: //kredit macet diakses pada tanggal 16 april 2018, Jam 20:20 WIB.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah

sebagai berikut:

1.

Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit macet BUMDES
Bersama?

Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjain hrackt
BUMDES Bersama?

Bagaimana pandangan KHES terhadap bentuk penyelesaian wanprestasi

tersebut?

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian

kredit macet BUMDES Bersama.

. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian wanprestasi oleh pihak BUMDES

Bersama

. Untuk mengetahui bagaimana pandangan KHES terhadap bentuk penyelesaian

wanprestasi yang dilakukan pihak BUMDES Bersama.

F. Manfaat Pendlitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teogitipun

secara praktis sebagai berikut :
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1. Secara teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembanga
iImu hukum pada umumnya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dantuitera
kepustakaan syariah tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjaotah m
dalam BUMDES Bersama.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagi acuan, pedoman, atau
landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Secara praktis

a. Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan fakultas syariah dan ilmu
hukum serta perpustakaan umum tentang penelitian mengenai Wanprestasi.

b. Sebagai bahan perbandingan kepada penelitian lain yang berkeinginan
membahas pokok pernasalahan yang sama.

c. Dalam penelitian ini semoga berguna bagi masyarakat umum, khususnya
pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam kegiatan pinjam na@minj
modal dalam BUMDES Bersama agar lebih berhati-hati dalam melakuka
perjanjian pinjaman modal dalam BUMDES Bersama untuk menghindari

adanya itikad tidak baik.

G. SistematikaPembahasan

Sub bab ini pembahas menguraikan yang akan digunakan dalam penelitian

kedalam beberapa bab, sebagai berikut:
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Bab | Pendahuluan terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Fokos Masala
Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Kajian terdahulu dan
Sistematika Pembahasan.

Bab IITinjauan Pustaka terdiri dari, Perjanjian meliputi: Pengertian
Perjanjian dan Dasar Hukum Perjanjian, Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian,
Berakhirnya Perjanjian, Wanprestasi, Hutang Piutang, Pengertian HRitdagg
dalam Hukum Islam, Dasar Hukum Hutang Piutang, Rukun Syarat Hutang
Piutang. Prestasi dan Wanprestasi Dalam Perjanjian. Kredit Masegefan
Kredit Macet dan Dasar Hukum Kredit Macet. Penyelesaian Wanprestas
Pihak BUMDES serta Penyelesaian Wanprestasi dalam KHES. Sanksi lagjar J
dan Penyelesaian Sengketa.

Bab Il Metodologi Penelitian terdiri dari, Data Geografis, Waktu dan
Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumipata, dan
Metode Pengolahan Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis terdiri dari Bentuk-Bentuk
Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Macet Pada BUMDES, BentuyeRssaian
Wanprestasi Pada BUMDES, Pandangan KHES Terhadap Bentuk Penyelesaia
Wanprestasi Pada BUMDES.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



BAB ||

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian

Secara etimologi perjanjian berasal dari bahasa Malahadan Ittifa’
atau kontrak yang diartikan sebagai suatu perbuatan dimana sesataang
lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang yang lain atau lebih.

Secara terminologi perjanjian adalah keterikatan keinginan diri dengan
keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu
yang disyariatkan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES)perjanjian disebut sebagai akad vyaitu kesepakatan dalam suatu
perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidakukaha
perbuatan hukum tertenfuDalam kamus besar bahasa indonesia perjanjian
adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dkaaal
lebih, masing-masing bersepakatan akan menaati apa yang dipersetujdkan itu.

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu
peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atarathg itu
saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwamhultah

suatu hubungan antara dua orang, dalam bentuknya perjanjian itu berupa kata-

'Chairum Pasaribu & Suhrawaydiukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1993),
him. 1.

“Tim Penyusunkompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), him. 14.

*Tim PenyusunKamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), him. 458.
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kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapakan atau
ditulis.

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau juga
transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan dengan nilai-nilaals§aDalam
istilah figh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi sekadrang
untuk melaksanakan,baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak,
sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual-beli, sekeaah,
dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan
penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan peneriman
kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Asas Berakad Dalam IslamMenurut kamus besar bahasa Indonesia,
asas berasal dari bahasa Aldasun yang berarti dasar, basis, dan pondasi,
fundamen (alas, dasar) bangunan, asal, dasar, alasan, fundamental, dan
prinsip.Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir,
bertindak, dan sebagainya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan
berdasarkan asas sebagai berikut:
a. Ikhtiyar/ sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar

dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

“Mardanij Op. Cit., him. 7.



18

. Amanah / menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan phkata pihak

sesuai dengan kespakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada
saat yang sama terhindar dari cidera janiji.

. Iktiyati / kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangary ya
matang dan dilakukan dengan cepat dan cermat.

. Luzum/ tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan
perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari spekulasi. Saling
menguntungkan, dimana setiap akad dilakukan untuk memenuhi
kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan
merugikan salah satu pihak.

. Taswiyah / kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan
yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

. Transparan, dimana setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para
pihak secara terbuka.

. Kemampuan, dimana setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para
pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang
bersangkutan.

. Taisir / kemudahan, dimana setiap akad dilakukan dengan cara saling
memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat

melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

i. ltikad baik, dimana setiap akad dilakukan dalam rangka menegakkan

kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk
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lainnya. Sebab yang halal, dimana tidak bertentangan dengan ,hukum

tidak dilarang oleh hukum dan tidak hara

2. Dasar Hukum Perjanjian
Kebolehan melakukan perjanjian terdapat dalam Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) pasal 28 ayat 1 yaitu: Akad yang sah adaldh aka
yang terpenuhi rukun dan syarat-syarathyéebolehan melakukan perjanjian

terdapat dalam firman Allah Swt QS. Al-Maidah ayat 1:

o R él

VB G N) eNT Al ST ELT 5, 155 e 2l iy

g2 A

e G (SEANG) Q}F\,w\&,&vﬁb

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu. Ditalal
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.
(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

QS AL Israa’ ayat 34:

*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op. Cit., him. 20.
®Departemen AgamRl, AL-Quran dan Terjemahannya (Bandung: J-ART, 2004), him. 106.
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Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecualaderaga
yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji
sesungguhnya janiji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

3. Rukun Perjanjian
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga terwujud
karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam pasal 22
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun yang membentuk
perjanijian itu ada empat yaifu:
a. Pihak-pihak yang berakad
Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan atau badan usaha
yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Pihak-pihak
atau dua orang atau lebih yang terikat dengan perjanjian tersefugeeara
lansung terlibat di dalamnya, kedua belah pihak dipersyaratkan harus
memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian,
sehingga perjanjian tersebut dianggap sah, terbukti dengan:
1) Kemampuan membedakan yang baik dan buruk yakni orang berakal,
baligh, dan tidak dalam keadaan tercekal ( idiot/bangkrut total).
2) Tidak dibawah paksaan

3) Tidak dalam hak khiyat.

"Ibid., him. 285.

8k ompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op. Cit., him. 19.

°Abdullah AL-Mushlih & Shalah Ash-Shawkigh Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Hag, 2004),
him. 27.
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b. Objek Perjanjian
Objek perjanjian adalatamwal atau jasa yang dihalalkan yang
dibutuhkan masing-masing pihak, yaitu:
1) Barang tersebut suci atau meski terkena najis bisa dibersihkan.
2) Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan.
3) Barang tersebut harus bisa diserah terimakan.
4) Barang tersebut milik sempurna dari si penjual.
5) Barang tersebut harus diketahui wujudnya oleh pembeli.
c. Tujuan pokok perjanjian
Perjanjian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan
mengembangkan usaha masing-masing pihak yang mengadakan usaha.
Bahwa dalam perjanjian yang akan disepakati oleh para pihak bdh se
akibat yang halal dari terbentuknya.
d. Kesepakatan
Kehendak para pihak untuk membuat suatu perjanjian karena
kehendak tersebut maka lahirlah kesepakatan yang pada akhirnya akan

ditulis dalam perjanjian.

4. Syarat Sahnya Perjanjian™

Adapun syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

bid., him. 28.
Hchairuman Pasaribu & Suhrawar®p. Cit., him. 2.
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a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya perjanjian. Bahwa
dalam perjanjian yang disepakati kedua belah pihak bukanlah perbuatan
yang bertentangan dengan Hukum atau perbuatan yang melawan Hukum
Syariah, oleh sebab itu perjanjian yang bertentangan dengan Hukum dan
Hukum Syariat dianggap tidak sah. Dengan sendirinya tidak ada kewajiban
bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanji
tersebut.

b. Harus samaidha dan ada pilihan. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak
haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, masing-masing
pihak harus rela akan isi dari perjanjian atau bebas untuk berkehendak.

c. Harus jelas. Dalam perjanjian yang diperjanjikan oleh para pitaaks
terang sehingga tidak mengakibatkan kesalah-pahaman diantarahzda pi

dikemudian har

5. Berakhirnya perjanjian
Suatu perjanjian akan berakhir apabila telah tercapai tujuan dalam
perjanjian tersebut, selain telah tercapai tujuan dari perjanjianbtugrse
perjanjian juga berakhir apabila terjadi pembatalan atau berakhiraltu.w
Pembatalan terjadi apabila terjadi hal-hal sebagai befikut:
a. Dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibena$kauru .

b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majelis.

2Mardani Figh Ekonomi Syariah Figh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), him. 99.
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c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak yang lain membatalkan karena
merasa menyesal dengan perjanjian yang baru saja dilakukannya.

d. Karena adanya kewajiban yang ditimbulkan tidak dipenuhi oleh pihak yang
bersangkutan.

e. Waktu dalam perjanjian telah habis.

f. Karena tidak mendapatkan izin orang yang berwenang.

g. Karena kematian salah satu pihak dalam perjanjian.

B. Wanprestasi
1. Pengertian Wanprestas
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 36
wanprestasi atau ingkar janji adalah ketika seseorang melakukan jagjkar
Dengan ketentuan antara lain:
a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
b. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimaga yan
dijanjikan.
c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Ingkar janji yang terjadi di tempat saya adalah pada RBGHHES
poin A dan C yaitu Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya,
dan melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, karena adanya beberapa

pihak yang tidak menepati janji dan telah melanggar isi perjaygiag telah
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disepakati diawal perjanjian, yang sebelumnya para pihak sudah sepakat
menentukan jangka waktu pembayaran tersebut. Sehingga terjadi ingkar janj

yang dilakukan beberapa pihak peminjam terhadap BUMDES Bersama.

C. Hutang Piutang
1. Pengertian Hutang piutang dalam Hukum Islam

Dalam terminologi fikih muamalah, utang piutang disebut deruigém
(o). Istilahdain (022 ) ini juga sangat terkait dengan istilgard (=G) yang
dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Sebagian ulama ada yang
mengistilahkan utang piutang dengan istilah gard. Salah satunya Sgakdh
Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, dalam kitab Fath Mi¥in beliau
mendefinisikangard dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan
janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangkan. Dalam peéngertia
umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyega yan
dilakukan secara tidak tunai (kontan), transaksi seperti ini dalarh fiqi
dinamakanmudayanah atau tadayyun.Utang piutang dard) menurut bahasa
artinya al-gat‘u (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang
(mugrid) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada
pengutang.Secara istilah, menurut Hanafigaid adalah harta yang memiliki
kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata
lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yangknemil

kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.
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Dalam islam perkara utang piutang ini termasukdalam perbuatan tolong
menolong antar sesama manusia sehingga umat islam boleh melakuksainya a
memenuhi kriteria dan adab pinjam meminjam dengan benar. Tanpa memenuhi
ketentuan dan rukun yang berlaku maka utang piutang bisa dikatakan tidak

sah®®

2. Dasar Hukum Utang Piutang
Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dala@uébkn dan
Hadis. Utang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada peamah
anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerja-

sama dalam hal kebaikan. Firman Allah Swt QS Al-Maidah ayat 2

~
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang
galaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang

Bhttp://hukum pinjaman dalam islam diakses pada tanggal 07 maretj@®1BlL: 45 WIB
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mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan
dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji,
Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian (mu)
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari
Masijidil-haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Amat berat siksa-Ny¥'.

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu
perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian utang
kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada

Allah Swt. Sebagaimana dalam(@l’an surat atHadid ayat 11

PP o -~

D S A e A S G T B TS

Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yaikg
Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya,
dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Ayat di atas menggambarkan bahwasannya Allah Swt mendorong agar
umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama dalam hal
menafgahkan hartanya di jalan Allah Swt. Dan kemudian akan digantirdenga
balasan yang berlipat-lipat kebaikannya. Selain itu, Allah Swt jiegalbrarikan
aturan dalam transaksi utang piutang agar sesuai dengan prinsip syaitiah. Ya

aturan agar setiap utang piutang hendaknya dilakukan secara tertidrsuida

ini terdapat pada surat al-Bagarah ayat 282

14Departemen Agama Rl, Op. Cit., him. 106.
“lbid., him. 538.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalak ti

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada
hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau
lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,
Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya
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jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka
dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil
maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu,
lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dam lebi
dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai
yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu,
(ika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu
berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitka
jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu
adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah
Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala se¥uatu.

Para ulama sepakat bahwa utang piutang yang mendatangkan
keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan
sebelumnya. Namun jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan
tradisi yang biasa berlaku, maka tidak apa-apa. Dalam hal iraskph dalam

firman Allah Swt QS. Al- Bagarah ayat 278-279
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang
yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan
sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan
memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba),
Maka bagimu pokok hartamu kamu tidak Menganiaya dan tidak
(pula) dianiayd.

*Departemen Agama RQp. Cit., him. 48.
YIbid., him. 47.
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Pada dasarnya segala bentuk persyaratan dalam bermuamalah
diperbolehkan menurut hukum Islam, yakni pihak-pihak yang berhubungan
dengan suatu akad diperbolehkan untuk menambahkan suatu persyaratan guna
tercapainya suatu akad sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatapitsgknua
Akan tetapi syarat-syarat yang dibuat oleh pihak-pihak terselak bdleh
bertentangan dengan @lx’an dan hadis. Sehinggadiharapkan dalam
berlansungnya suatu akad sampai berakhirnya akad tersebut tidak ditemukan
adanya pihak yang dirugikan ataupun secara sederhana adalah tetapnya suat
unsur keridhoan dan terwujudnya keadilan dalam bermuamalah bagi semua

pihak.

. Rukun Dan Syarat Utang Piutang

Dalam utang piutang (gard), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-
akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang (gard)
sendiri ada tiga, yakni:
a. Agid yaitu orang yang berutang piutang, yang terdiri dari muqrid(pemberi

utang) dan mugtarid (penerima utang).

b. Ma’qud ‘alayh yaitu barang yang diutangkan.
c. Sighat altaqd yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu persetujuan antara

kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.
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Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang

ada empat macam vyaitu:

a. Orang yang memberi utang

b. Orang yang berutang

c. Barang yang diutangkan (objek)
d. Ucapan ijab dan gabul (lafadz)

Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah
menjadi perjanjian sewaktu akad, maka hal itu tidak dibolehkan. Tamltaha
tidak halal atas berpiutang mengambilnya. Umpamanya yang berpiutang
berkata kepada yang berutang, “Saya utangi engkau dengan syarat sewaktu
membayar engkau tambah sekian”. '8

Dengan kata lain, hutang piutang hukumnya diperbolehkan dalam
islam jika memenuhi rukun dan ketentuan barang pinjaman seriajgmem
mengembalikan harta atau benda yang dipinjamnyatersebut ¢atgka
waktu yang sudah  ditentukaratau sesuai dengan kebaikan  hati
orangyangmeminjamkan apabila ia memberikan waktu yang selonggar-
longgarnya pada peminjam. Meskipun demikian sebagaimana disebutkan
dalam hadits, bahwa manusia yangterbaikadalahmerekayang baik dalam

mengembalikan pinjamannya

8. Sulaiman RasjidFigh Isam, Cet. 37, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), him. 308.
Yhttp://dasar hukum pinjaman dalam islam diakses pada tanggal 07 maret 2018, jam 14:10


http://dasar/
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D. Prestas dan wanprestas dalam perjanjian

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi olehurdetzsitam
setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari pada sebuah gperikgiabila
debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telahtukde dalam
perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi (Kelalaian). Waaprestdalah
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diterapkan perikatan ataunjiper]
tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebalokahal,
yaitu keselahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian dara karen
keadaan memaks@yermacht / ForceMajure).

Berdasarkan KUHPerdata, Wanprestasi diatur dalam pasal 1243
KUHPerdata yang menjelaskarfPenggantian biaya, rugi dan bunga tidak
dipenuhinya suatu perkataan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang,
setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikaataya jika
yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau ditarat da
tenggang waktu yang telah dilampaukh

Dalam praktek dilapangan, untuk menentukan seorang debitur melakukan
wanprestasi terkadang tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi
prestasi tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi gregkasi
selalu ditentukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian jual-beltusiiarang

misalnya tidak ditetapkan kapan penjual harus menyerahkan barang yang harus

Zhttp://wanprestasi dalam perjanjian diakses pada tanggal 12 264®&tjam 20:10 WIB


http://wanprestasi/
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dijualnya pada pembeli dan kapan pembeli harus membayar yang dibgliny
kepada penjual.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan
somasi oleh kreditur atau juru sita. Pengertian somasi adalah tedaniasi
berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi
sesuai dengan isi perjanjian yang telah telah disepakati aet@warkya. Tentang
cara memberi tegurasgmmatie) terhadap debitur jika ia tidak memenuhi teguran
itu dapat dikatakan wanprestasi, diatur dalam pasal 1238 KUHPerdaga ya
menentukan, bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau akta sejenis.

Wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan
oleh dua kemungkinan alasannya, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban
maupun karena kelalaian.

2. Karena keadaan memaksavermacht force majure), jadi diluar kemampuan
debitur.

Untuk menentukan apakah seorang debitur dikatakan telah melakukan
wanprestasi, perlu ditentukan keadaan bagaimana debitur dikatakaja sgaga
lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu ada 3 macam:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Apabila prestasi debdsihm
dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi

tetapi tidak tepat waktu.
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3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yamgemuhi
prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dggzabaiki
lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama kkali.
Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:
1. Tidak memenuhi apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 36
yaitu??
1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
Menurut pendapat subekti, hukuman bagi debitur yang lalai (wanprestasi)
adalah:
1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dimamaka
ganti-rugi
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian

3. Peralihan resiko

Z5ubektj Op. Cit., him. 54.
22Tim Penyusuniompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: kencana, 2009), him. 26.
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4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Menurut pasal 37 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES):
“Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat peatatah
dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau dem
perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar
janji dengan lewatya waktu yang ditentukan

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksr diat
dalam pasal 38 KHES sebagai berikut:

1. Membayar ganti rugi

2. Pembatalan akad

w

. Peralihan resiko

4. Denda

(62

. Membayar biaya perkara

. Kredit M acet
1. PengertianKredit M acet
Kredit adalah suatu transaksi atau perikatan antara pihak kreditur
dengan debitur berupa uang atau barang yang merupakan suatu jenis pinjaman
pendahuluan untuk kepentingan peminjam dengan maksud akan
mengembalikan yang semisal sesuai dengan jangka yang disepagalnya
satu minggu, satu bulan,enam bulan, atau satu tahun. Sedangkan kredit macet

adalah dimana pihak debitur tidak membayar cicilan kreditnya kepadia piha
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kreditur, karena adanya penunggakan yang dilakukan pihak peminjam sehingga

terjadi kredit macet antara kreditur dan debitur.

2. Dasar Hukum Kredit M acet

Dasar hukum perjanjian dalam Qs. Al-Maidah ayat 1:

o £C

Tl oI S0 5mall 150 i il e

Q.Wuvi,m& ol g.j.’;;,,\,w\&,&ri_)@
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-aqad itu. kaalal
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.
(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-riya.

Jadi kredit macet yang terjadi adalah adanya beberapa pihak yang
pembayaran cicilan kredit menunggak sehingga mengakibatkan kredit tersebut
macet, sehingga disitulah terjadinya kredit macet antara pihaknjpem

dengan BUMDES.

F. Penyelesaian Wanprestas / Ingkar -janji oleh pihak BUMDES
Adapun proses penyelesaian yang dilakukan pihak BUMDES apabila

terjadi wanprestasi / ingkar-janji sebagai berikut:

»Departemen Agama ROp. Cit., him. 106.
siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Buniglersama, wawancara di kantor
Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.
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1. Bagi pihak yang melakukan tunggakan terhaap angsuran tidak tepat pada
wakutnya dikenakan denda, dimana denda tersebut dikenai dengan bunga
sesuai dengan saldo pinjaman.

2. Bagi pihak yang melakukan tunggakan angsuran selama 1 (satu) bulan akan
menerima surat teguran dari kepala desa/ lurah setempat.

3. Bagi pihak yang melakukan tunggakan angsuran selama 2 (dua) bulan berturut
turut akan menerima teguran dari PJOK dengan tembusan kepada camat dan
KM-Kab.Tapsel.

4. Bagi pihak yang melakukan tunggakan angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut
turut akan menerima surat teguran dari camat dengan tembusan kepada kapolres
TAPSEL.

5. Bagi yang melakukan tunggakan angsuran di atas 3 (tiga) bulan akan di proses
secara hukum dengan indikasi penipuan. Sebelum proses penyelesaian seca
hukum dilakukan di pengadilan terlebih dahulu diselesaiakan secara
kekeluargaan / musyawarah apabila tidak berhasil maka di prosesirnadial

pengadilan.

G. Penyelesaian Wanprestas / Ingkar-Janji Dalam KHES
Adapun penyelesaian wanprestasi / ingkar-janji dalam KHES adalah:
1. Penyelesaian non litigasi, artinya non litigasi penyelesaiarardpengadilan
dimana para pihak yang bersengketa diselesaikan secara kelatlarga

musyawarah apabila tidak terselesaikan dengan cara kekeluargaan/ musyawarah
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maka diselesaikan melalui jalur pengadilan. Jadi penyelesaiaprestasi yang
dilakukan Bumdes dalam penyelesaian non litigasi (diluar pengadilan)
sebanyak kurang lebih 7 kasus se Kecamatan Angkola Selatan. Sedangkan
penyelesaian litigasi (di pengadilan) belum ada kasus karena Hiaaildi
selesaikan melalui jalur non litigasi. Dimana penyelesaiargate cara non
litigasi dalam musyawarah dilakukan dengan cara bermusyawarah gihtdca
bumdes dengan pihak peminjam di kantor bumdes sedangkan dalam hal denda
dilakukan dengan cara membayar denda oleh si peminjam yang melakukan
wanprestasi ataupun ingkar janji tersebut kepada pihak Bumdes.

2. Penyelesaian litigasi, dimana penyelesaian litigasi adp&tyelesaian melalui
jalur pengadilan, akibat tidak berhasilnya dengan cara kekeluargaan /

musyawarah.

H.Sanks Ingkar Janji dan Penyelesaian Sengketa
1. Sanksi Ingkar Janji
Melakukan ingkar janji berarti orang tersebut berbuat kebohongan
kepadaorang lain. Bagaimana pun, pihak yang mendengar janji kita telah
memleri kepercayaan dan berharap untuk kita menepatinya. Allah SWT
mengutuk keras, melaknat serta akan menimpakan bencana kepadaa janjiny
sendiri. Bukan hanya janjinya kepada Allah SWT, Allah SWT juga melaknat

manusia yang melanggar janjinya kepada manusia lainnya. Ingkar terhadap
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janjinya sendiri merupakan salah satu sifat orang munafik padahal, Allah S

sangat membenci orang munafik.

Hal ini tercermin dalam surat an-Nisa ayat 145:

-
< T o
.
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Artinya: Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkata
yang paling bawah dari neraka.dan kamu sekali-kali tidak akan
mendapat seorang penolong pun bagi mef&ka.

Ingkar Janji adalah kondisi dimana debitur (yang berhutang) tidak

melakukan apa yang dijanjikannya atau debitur tidak memenuhi prestasinya.

Pasal 36

Pihak yang melakukan ingkar janji, apabila karena:
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dinjanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

*Ghufron A Mas’adi, Figh Muamalah Konsektual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
him. 149.
**Departemen Agama ROp. Cit., him. 101
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Pasal 37

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah
atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janjleata
perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap

ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 38

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

1. Membayar ganti rugi

2. Pembatalan aka

3. Peralihan resiko

4. Denda; dan/atau

5. Membayar biaya perkara.

Pasal 40

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhi apabila:
1. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar jargip tet
melakukan ingkar janji;
2. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau

dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya,
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3. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa
perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.
Keadaan memaksa

Pasal 40

Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan di mana salahadatu pi
yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.

Pasal 41

Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti:

1. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terdinga ole
para pihak;

2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihgk yan
harus melaksanakan prestasinya;

3. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pitgak ya
harus melakukan prestasi;

4. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk.

. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam islam

Pola penyelesaian senketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk
pada alQur’an, hadis, praktek adat dan berbagai kearifan lokal yaitu:

a. Perdamaian
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Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu
akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian antara kedua pihak.
Perdamaian adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanandatara
orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri serfjketa.

b. Musyawarah

Pada dasarnya, musyawarah digunakan untuk hal-hal yang bersifat
umum atau pribadi. Oleh karena itu, bermusyawarah sangat dibutuhkan,
terutama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, baik oleh masyarakat
secatra individu maupun secara umtim.

Sengketa dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain.
Ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya
kepada pihak kedua dan pihak kedua tersebut menunjukkan perbedaan
pendapat, maka terjadilah perselisihan atau sengketa.

Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang
berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri dari proses melalui
pengadilan dan arbitrase atau cara informal yang berbasis pada kesepakat
pihak-pihak yang bersengketa melalui:

1) Negosiasi

?"Gemala DewiHukum Perikatan ISam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2005), him. 90.
Zasgar Ali EngineerIslam Dan Perdamaian Global (Yogyakarta: The Asia Foundation, 2002),
him. 45-46.
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Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan berunding
secara damai untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang berperkara,
tanpa melibatkan pada pihak ketiga sebagai penéngah.

2) Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan
tidak mengikat serta melibatkan pihak netral, yaitu mediator yang
memudahkan negosiasi antara pihak atau membantu mereka dalam
mencapai kompromi atau kesepakatan. Keuntungan penyelesaian
sengketa melalui mediasi adalah karena cara pendekatan peayelesa
diarahkan pada kerja sama untuk mencapai kompromi sehingga masing-
masing pihak tidak perlu saling mempertahankan fakta dan bukti yang
mereka miliki, serta tidak membela dan mempertahankan kebenaran
masing-masing’

3) Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang
berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak
ketiga (Konsiliator). Dalam menyelesaikan perselisinan, konsiliator
berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapa pun.

Konsiliator tidak berhak membuat keputusan akhir dalam sengketa untuk

2Nurmaningsih AmrianiAlternatif Peneyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2011), him. 35.

3Ahmad Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013),
him. 119-121.
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dan atas nama pihak karena hal tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak
bersengketd®
4) Arbitrase
Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase
merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum
yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang
bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula
arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang teldmiat
para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa.
5) Peradilan
Peradilan merupakan suatu yang dijalankan di pengadilan yang
berhubungan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Negara
berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian bila terjadi suatu
pelanggaran hukum. Untuk itu negara menyerahkan kekuasaan
kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksananya,
yaitu hakim. Pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun
1986 adalah pengadilan negri dan pengadilan tinggi di lingkungan
pengadilan umum. Sementara itu berdasarkan pasal 2 Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2004, penyelenggara kekuasaan kehakiamn dilakukan

oleh MA dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam

Y bid., him. 121
%2 bid., him. 114.
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lingkungan peradilan umum, agama, tata usaha negara dan oleh sebuah

MK. 32

#Muhammad Sukri Subki, DjumadVjenyel esaikan Sengketa (Jakarta: Gramedia, 2010), him. 47.
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METODE PENELITIAN

A.Waktu dan lokas Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 April 2018 sampai dengagatang

17 Juli 2018 dDesa Simarpinggan Kecamatan Angkola Selatan.

B. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunaibsisa
kualitatif, yaitu penelitian dilakukan dalam situasi alamiah.
Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, yaitu paael

yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat sifat individu, keadgda, g

atau kéompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau

untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu dengan gejala lain dala

masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk memeberikan gambaran yang leéiail
mengenai suatu gejala atau fenomerkenis penelitian yang penulis maksud
adalah Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit NPamkt Badan

Usaha Milik Desa (BUMDES) Bersama Di Kecamatan Angkola Selatan.

'Amiruddin dan Zainal AsakinPengantarMetode Penelitian Hukum (Jakarta: Pt. Raja Gravindo
Persada, 2014 ), him. 25.

’Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannistletode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Pt. Raja
Grafindo Persada, 2011), him. 42.

45
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C. Informan Penelitian
Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan, informan
adalah orang yang akan di wawancarai, diminta informasi oleh pemdéttman
peneliti adalah staf pengelola BUMDES, bendahara pengelola BUMDES
sekretariat BUMDES, ketua kelompok peminjam pada program BUMDES serta
anggota kelompok yang melakukan wanprestasi (Ingkar-Janji) di Desa

Simarpinggan tersebut.

D. PendekatanPenelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara
mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari beaspgi
untuk menemukan isu yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dala
penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis.

Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologis
adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan @ani sSist
sosial, oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apabila hukum tersebut
terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembagtuterte
serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang
terkena hukum tersebut.

Peneliti terjun ke Simarpinggan yang melakukan perjanjian kreajami
uang terhadap BUMDES yang melakukan wanprestasi (Ingkar-Janjipuerse

untuk memproleh data yang akurat.
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E. Sumber Data
Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Data yang dibutuhkan
dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, yaitu dataeprifan data
skunder. Yang perinciannya sebagai berfkut:
1. Sumber Primer
Sumber primer adalah subjek dari mana data diperoleh langsung dari
subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumbarpdater
atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperolehadari st
unit pengelola dana bergulir, bendahara pengelola BUMDES, secretariat
pengelola BUMDES, ketua kelompok peminjam pada BUMDES, serta anggota
kelompok peminjam pada BUMDES yang melakukan wanprestasi (Ingkar-
Janiji) tersebut.
2. Sumber Sekunder
Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari ketua kelompok
peminjam lainnya pada BUMDES serta anggota kelompok peminjam di
BUMDES yang tidak melakukan wanprestasi (Ingkar-Janji) yang mengetahui
tentang terjadinya wanprestasi (Ingkar-Janji) tersebut. Data sekterdar
dari#
a. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang membahas tentang

*SuhaesimiOp. Cit., him. 125.
“Amiruddin dan Zailani AsakinPengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT.Raja Gravindo
Persada, 2014), hir32.
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Wanprestasi (Ingkar-Janji), hasil penelitian terdahulu dan pengebar
hukum yang berhubungan dengan pembahasan ini.
b. Bahan hokum tersier adalah bahan yang memberikan petomgugun

penjelasan terhadap bahan hokum primer maupun bahan hokum sékunder.

F. TehnikPengumpulan Data
Penelitian dapat memproleh data yang akurat karena dilakukan dengan
mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitiareb@agsi
berikut.
1. Wawancara
Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap imforrasail
keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tehnik wawancara yang digunakan
dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wasanc
mendalam i@-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatala nantara
pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, detagan
tanpa pedoman wawancara. Wawancara harus difokuskan pada kandungan isi

sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

®LexyJ,Melong Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hli®25.
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2. Observasi
Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang mengharuskan penelitian
turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, ,tempat
pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Peagalaagsung
yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini dengan mengamati
Bagaimana praktek kredit pinjam uang yang dilakukan oleh masyarakat di
Kecamatan Angkola Selatan sehingga terjadi Wanprestasi (Ingkar®Janji).
3. Dokumentasi
Mengumpulkan data-data penting dari staf pegawai BUMDES seperti
surat perjanjian antara pihak BUMDES dengan pihak peminjam, sedf s
peringatan apabila terjadi macet.
G.Analisis Data
Analisis data adalah proses mengumpul dan menyusun secara baiktalata-da
secara yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan bahama gamuy
berkaitan.
Analisis data terdiri dari tiga proses yaitu:
1. Reduksi Data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
dan hal-hal yang penting, mengklasifikasi sesuai fokus yang ada pad&aima
dalam penelitian, proses mereduksi data dalam penelitian ini merupajkan ba

dari analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang

®Suharsimi Arikanto, Prosedur Penelitian: Suatu PendekagdeR(Jakarta: Rineka Cipta, 1998),
him. 114.
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yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan baik sehingga proses
kesimpulan akhir nanti terlaksana dengan baik.

2. Penyajian Data, Menurut Miles dan Huberman, dalam proses penyajian data
penelitian menyajikan data secara jelas dan singkat untuk memudah&am dal
memahami masalah-masalah yang diteliti, baik secara kesmtunmaupun
bagian demi bagian.

3. Kesimpulan, penarikan kesimpulan berubah menjadi kesimpulan akhir yang
akurat dan kredibel karena proses pengumpulan data oleh peneliti menemukan
bukti-bukti yang akurat, vailid dan konsisten dalam mendukung data-data awal
yang dimaksud.

H. Teknik Pengecekan K eabsahan Data
Penjamin keabsahan data diambil dengan triangulasi. Teknik triangulasi
adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan seggédinyan
dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.
Adapun triangulasi meliputi empat hal:

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasiagitau
yang berbeda dengan cara yang berbeda sebagaimana dikenal, dalamarpenelit
kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei.

2. Triangulasi antar peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebisatia

orang dalam pengumpulan dan analisis data.
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3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informan terteatui me
berbagai metode dan perolehan sumber data. Triangulasi teori adaldh adala

hasil penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan s statement.’

’Raraswurimiswandaru. Blogspot.com/2016/04/uji-keabsahan-data-dalantipenktiml, di akses
28 Desember 2017, Jam 20:13 WIB.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum tentang lokas penelitian
Untuk mengetahui tentang hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut,
terlebih dahulu penulis memberikan gambaran umum mengenai daergh yan
menjadi lokasi penelitian dan objek peneletian.
1. Gambaran Umum Bumdes

Bumdes berdiri tanggal 1 Maret 2016, Bumdes adalah peralihan dari
program pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) yang
berakhir pada Desember 2014. Bumdes Bersama sarasi sebagai badan usaha
dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan
pendayagunaan sumber daya ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh
desa atau kerjasama antara desa para anggotanya atas dasapnmsipigan
kaidah-kaidah ekononi.

Tujuan didirikan Bumdes Bersama sarasi adalah untuk memajukan
kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan
makmur berdasarkan pancasil dan UUD 1945. Meningkatkan kesejahteraan dan

taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Menjadi

'Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir BesnBersama, wawancara di kantor
Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.
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gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.
Menumbuhkembangkan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka Bumdes bersama
sarasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengamkesaia
anggota, yaitu kegiatan simpan pinjam, pengadaan barang jasa, kontraktor, dan
unit usaha lainnya. Kegiatan unit simpan pinjam ditujukan untuk menghimpun
dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota Bumbes bersama sarasi dan
calon anggota Bumdes bersama sarasi. Bumdes bersama sarasi mempunyai
modal dari pengalihan aset PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Angkola
Selatan ditetapkan sebesar Rp. 2.100.749.347,-. Modal sendiri berasal dari
simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, sumbangan, hibah dan lain-
lain yang tidak mengikat.

Pengelola Bumdes bersama sarasi saat ini terdiri kepala wafit st
keuangan, staf administrasi, staf analis kredit, dan staf collector yang
bertanggung jawab sesuai peran dan fungsinya masing-masing dalam
melaksanakan pengelolaan kegiatan. Pengelola dibentuk sesuai dengan pros
pelaksanaan kegiatan, tapi untuk menjadikan pengelola sebagagkemikro
finance yang profresional dan partisipatif maka keberadaan pengelola diatur di

dalam AD-ART agar lebih terukur dan bertanggungjawab. Selain penge#ola ad
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juga pengurus yang berkewajiban menyelenggarakan dan mengendalikan

organisasi dan usaha Bumdes bersama arasi.

Berikut susunan pengurus dan pengelola Bumdes bersama sarasi

PENGURUS KECAMATAN

MARTINI MARTA TILOVA
KETUA PENGURUS

MUHAMMAD AZHARI RITONGA
SEKR. PENGURUS

JUMAAT PASARIBU
ANGGOTA PENGURUS

A 4 A 4
KEPALA UNIT DANA UNIT BARANG DAN JASA
BERGULIR

ASRUL PANDI SPH, S.Sos

SITI MEIDA NASUTION, S.Psi

A 4 A A 4

STAF KEUANGAN STAF ANALIS KREDIT STAF COLLECTOR
NURHIDAYANTI SYAHRIL ALI RIZKY MEI
HARAHAP , SH SIREGAR, S.Pd HENDRA SIREGAR

’Profil pengelola BUMDES Bersama Kec. Angkola Selatan.



B. Gambaran umum tentang profil peminjam

1. Datayang M eminjam

a. Nama-Nama yang Meminjam
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No | Nama Alamat Pekerjaan | Agama
1 Uma Minda Ritonga| Simarpinggan | Petani Islam
2 Uma Hotma Simarpingggan, Petani Islam
3 | Umadoli Simarpinngan | Petani Islam
4 Uma Putri Simarpinggan | Petani Islam
5 Uma Elmi Simarpinggan | Petani Islam
6 Uma Nuri Simarpinngan | Petani Islam
7 Uma Dian Simarpinggan | Petani Islam

C. Bentuk-bentuk Wanprestass Dalam Perjanjian Kredit Macet Pada Badan

Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Tidak Melakukan Apa Yang Dijanjikan

Tidak melakukan apa yang dijanjikan maksudnya adalah nasabah atau
beberapa anggota kelompok tidak melakukan apa yang diperjanjikanl diawa
perjanjian,

bendahara BUMDES yang mana jangka waktu pembayarannya sudah

dimana nasabah tidak membayar angsuran pembayaran kepada

ditentukan diawal perjanjian. Apabila terjadi kredit macet terhadagb@garan

angsuran maka nasabah diberikan sanksi berupa denda.
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Peneliti mewawancaraidengan Siti Meida Nasution, S.Psi yang

merupakan salah satu staf BUMDES sebagai kepala unit danaibBrguaties.

Beliau mengatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi atau tidak eneddks

isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah merekanbka

yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan vsteire
Sebagaimana faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena
dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah
pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian dapat terlaksana secepat
mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting
untuk mengetahui tibanya waktu untuk menepati janjinya atau melaksanak
suatu perjanjian telah disepakti.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kak Siti Meida Nasution
bahwa pihak yang tidak melakukan apa yang dijanjikan dari anggota kelompok
peminjam. Ada beberapa orang yang melakukan hal tersebut, kak siti meida
tidak memberitahukan langsung siapa orang yang melakukan hal tedssut a
tetapi kak Siti Meida Nasution hanya memberitahukan desa-giasg
melakukan bentuk wanprestasi yaitu desa Simarpinggan, Napa, Dolok Godang,
Pintu Padang, dan Siamporik. Sedangkan nama-nama peminjam di
Simarpinggan antara lain sebagai berikut: Uma Minda Ritonga, Uma Doli, Uma

Hotma,Uma Putri, Uma Nuri, Uma Elmi, Uma Dian. Kak Siti berpendapat

3siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Bunfgsama, wawancara di kanto
Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.
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bahwa faktor- faktor terjadinya adalah adanya itikad tidak baik darbalsa
atau nasabah tidak mau bayar seperti menunda-nunda pembayaran dengan
sengaja. Dimana nasabah tidak melaksanakan isi dari perjanjian tersebut.
. Melakukan Apa Yang Dijanjikan Tetapi Terlambat

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka
debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Dalam
perjanjian yang disepakati antara pihak bumdes dengan nasabah batkaa jang
pembayaran angsuran atau cicilan tersebut sudah ditentukan diawajigrerja
yaitu pada tanggal 7 setiap bulannya akan tetapi nasabah terdakutpat
pada waktu yang telah ditentukan, dimana nasabah tersebut membayar angsuran
atau cicilan hutangnya lewat dari tanggal yang telah ditentukawal
perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kiék Neida Masution. Beliau
mengatakan bahwa pihak yang melakukan apa yang dijanjikan texfapnbat
dari anggota kelompok peminjam. Ada beberapa orang yang melakukan hal
tersebut, kak Siti Meida tidak memberitahukan langsung siapa orang yang
melakukan hal tersebut akan tetapi kak Siti hanya memberitah@sanddsa
yang melakukan bentuk wanprestasi yaitu desa Smarpinggan, Napa, Dolok
Godang, Pintu Padang, dan Siamporik. Kak Siti berpendapat bahwa faktor-
faktor terjadinya adalah adanya hambatan-hambatan seperti tergamgguny
kelancaran usaha dari nasabah sehingga tidak mampu membayar gogtan te

waktu.Sehingga nasabah tidak melaksanakan perjanjian tepat waktu.
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Selanjutnya peneliti mewawancarai dengan nasabah mengatakan adanya
hambatan atau faktor sehingga pembayaran cicilan hutangnya tidapaepat
waktunya. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal terjadi akibat adanya kebutuhan yang meryadespk
mengakibatkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu,
dalam hal ini nasabah memiliki keinginan untuk memenuhi kewajibapi teta
adanya kebutuhan yang mendesak vyang harus dipenuhi terlebih
dahulu.Sedangkan faktor eksternal terjadi karena adanya persaiangan usaha
yang mengakibatkan usahanya tidak berjalan dengan fancar.

3. Melaksanakan Sebagian Apa Yang Dijanjikan

Dimana debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang
dijanjikan itu disebabkan hal-hal yang sama sekali tidak dapat aidian
dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peastywa y
timbul diluar dugaan tadi. Dengan kata lain, hal tidak terlaksanamysnjen
atau kelambatan dalam perlaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena
kelalainnya. Keadaan dimana debitur sama sekali tidak mungkin maéme
perjanjian atau masih memungkinkan memenuhi perjanjian tetapi memerlukan
pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa diluar kemampua

manusia dan atau menimbulkan kerugian yang sangat besar.

“Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Bunisama, wawancara di kantor
Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan kak Siti bahwa nasabah yang
melalukan sebagian apa yang dijanjikan atau nasabah tidak mampayaem
disebabkan adanyforce majeur. Force majeur adalah suatu keadaan yang
terjadi diluar kekuasaan manusia seperti banjir, kebakaran dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah bahwa tidak terlaksananya
apa yang dijanjikan itu disebabkan hal-hal yang sama sekalidagak diduga,
dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atawaperist
yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan kata lain, hal tidak teriaksa
perjanjian atau kelambatan dalam perlaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena
kelalainnya. Contohnya hal yang tidak dapat diduga seperti terjadinyaneenca
alam?

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit
pada bumdes dengan kelompok peminjam telah membuat kesepakatan diawal
perjanjian, dimana kedua belah pihak sepakat untuk membayar cicilannya
setiap bulannya, dan apabila terjadi kredit macet terhadap pembaydtan ma
nasabah wajib membayar denda apabila terlambat membayar pinjamannya yang
telah disepakati diawal perjanjian. Nasabah yang dinilai seloagag yang
mampu yang enggan membayar hutang diperbolehkan untuk dikenai sanksi
berupa denda.Sanksi itu adalah balasan dari penunda-nundaan pembayaran

utang.Denda berupa sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan atas dasar

°Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Buniisama, wawancara di kantor
Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018,Jam 11:10 WIB.
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kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda-tangani.Ini menunjukkan bahwa

denda keterlambatan ditentukan diawal perjanjian, dengan kesepéakaliza

belah pihak.Apabila kedua belah pihak telah menandatanganirjanj@n,

maka berarti kedua belah pihak telah menyetujui isi perjanjian tersebut.

Dalam surat perjanjian yang menggunakan akad sewa ditentukan
mengenai sanksi bagi nasabah yang dengan sengaja menunda atkatala
kewajibannya, sebagai berukut:

a. Apabila nasabah terlambat atau lalai atau karena ketidakmampuan
melakukan pembayaran bunga dan pembiayaan sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan, maka setiap bulan keterlamabatan pembayaran bunga dan
pembiayaan, nasabah dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) pertahun
secara proporsional dihitung dari besarnya angsuran yang tertunggak, denda
ini digunakan atau disalurkan untuk kepentingan social.

b. Apabila nasabah lalai melakukan pembayaran angsuran yang telah
ditentukan sebagaimana yang tertuang dalam akad ini, sehingga
mengakibatkan kerugian pada bumdes maka nasabah harus membayar ganti
rugi kepada bumdes sebesar 100 % dari jumlah nilai kerugian riil yang
diderita bumdes.

Dalam perjanjian kredit pada badan usaha milik desa (BUMDES) telah
membuat kesepakatan atau perjanjian tertulis dengan kelompok. Perjanjian
kredit dengan jaminan ini merupakan perjanjian baku yang bentuknya telah

disiapkan oleh pihak BUMDES. Jaminan atau agunan adalah sesuata berup
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barang atau harta tidakdmgerak dan / atau barangrgerak atau lainnya yang
mempunyai nilai ekonomis (berhga) yang diberikan oleh peminjanelmgai
jaminan atas pinjaman yang diterima dari BUMDES Bersameatdatan
Angkola Selatan Penyerahan agunan disyaratkan untuk pinjaman dengan
nominal diatas Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Khusgis‘Kredit

Pasar” kewajiban menyerahkan jaminan dipatukkan bagi pinjaman dengan
nominal diatas Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Harta yang dapat diterim
menjadi jaminan pinjaman di BUMDES Bersama Kecamatan Andgelatan
antara lain: Tanah dan Bangunan, Lahan Kosong berupa sawah atawladang
lainnya yang dapat di peglibelikan, Selama jangka waktu pinjaman barang
barang dan lainnyayang dijaminkamsebut dikuasai oleh BUMDES Bersama
yang dituangkan dalam dokumen Penyerahan Barang Jaminan dan Surat Kuasa
Menjual, Jaminanang disimpan oleh BUMDES Bersama dicatatasn suatu

buku register dan disimpan oleh kasir yang mencatat jenis pinjamargy

akad pinjaman, tanggaleperimaan jaminan oleh BUMDES dan tanggal
pergeluaran jaminan oleh BUMDES Bersama serta tanda tangan rpaneri
jaminan pada saat dikeluarkan dari tempat penyimpanan jamifdMIDES

Bersama Kecamatan angkola selatan.

D. Bentuk Penyelesaian Wanprestasi Pada BUMDES
Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan

wanprestasi sebagai berikutyang pertama, dengan musyawarahyang
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keduamelibatkan pemerintahan seperti kepala desa setempat ataupun lurah

setempat dan lain-lainjang ketigamelakukan rescedhle pinjaman/ penjadwalan

ulang pinjamanyang terakhirpenyitaan atau pengalihan asset kepada Bufindes
Adapun proses penyelesaian yang dilakukan pihak BUMDES apabila terjadi
wanprestasi / ingkar-janji sebagai berikut:

1. Cara penyelesaian apabila nasabah tidak melakukan apa yang
dijanjikan.Nasabah dikenakan serta sanksi berupa denda serta diberikan sura
peringatan atau surat teguran, dimana denda tersebut dikenai dengan bunga
sesuai dengan saldo pinjaman.

2. Cara penyelesaian apabila nasabah melakukan apa yang dijanjigpn te
terlambat.Nasabah dikenakan sanksi berupa denda dimana denda tersebut
sesuai dengan saldo pinjaman.

3. Cara peneyelesaian apabila nasabah melaksanakan sebagian yang
dijanjikan.Penyelesaian nasabah apabila melaksanakan sebagian yan
dijanjikan seperti terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan contohnya bencana
alam maka nasabah tersebut tidak dikenakan sanksi karena hal-haiitterse
diluar dari kekuasaan manusia.

Terkait dengan penyelesaian wanprestasi atau ingkar-janji dalam
perjanjian kredit tersebut juga mewawancarai pihak-pihak yangaedalam

perjanjian kredit pada BUMDES tersebut.

®Nurhidayanti, Sebagai Staf Keuangan Dana Bergulir Bumdesafars wawancara di kantor
Bumdes, Rabu, tanggal 28 Juni 2018, Jam 10:40 WIB.
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Peneliti mewawancarai ibu Nuri yang merupakan salah satu informan dari
golongan pihak peminjam. Beliau mengatakan bahwa cara pengalgsag
mereka lakukan yaitu terlebih dahulu dengan caraberunding atau musyawarabh.
Mereka membicarakan bagaimana pengingkarjanjian itu bisa terjadinda
adanya kerugian terhadap pihak bumdes dimana pihak nasabah tidak
melakukan apa yang menjadi kewajibannya sehingga terjadaik@ladalam
pembayaran angsuran sehingga adanya pihak yang dirugikan yaitu pihak
kreditur. Pihak kreditur atau pihak bumdes meminta ganti rugi berupa tienda.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Nuri bahwa
penyelesaian ingkar janji pada perjanjian kredit tersebut dengagasaraugi
atau denda karena pembayaran ganti-rugi atau denda sudah disepakati kedua
belah pihak diawal perjanjian dan penyelesaian yang mereka lakukan atau
ingkar janji yaitu dengan cara kekeluargaan.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan kak Nurhidayanti yang
merupakan salah satu staf pada BUMDES sebagai staf keuangan di BBJMDE
Beliau mengatakan bahwa dalam menyelesaikan permasalah&uottéesebih
dahulu ditempuh dengan cara musyawarah atau kekeluargaan apabila proses
tersebut tidak berhasil ditempuh maka diselesaikan ke tahap selargepeya

pengalihan assét.

’Ibu nuri, Anggota kelompok peminjam, Wawancara Rabu 28 Juni 2018.
8Nurhidayanti, Sebagai Staf Keuangan Dana Bergulir Bumdesafars wawancara di kantor
Bumdes, Rabu, tanggal 28 Juni 2018, Jam 10:40 WIB.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ka Nurhidayanti
penyelesaian permasalahan terlebih dahulu melalui jalur musyawéaah
kekeluargaan.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan ibu Dian merupakan ketua
kelompok peminjam pada BUMDES. Beliau mengatakan sendiri
menyelesaikan permasalahan tentang ingkar-janji atau wanprestasn dal
perjanjian pinjam tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah atau
kekeluargaan karena masalah yang dihadapi anggotanya tersebuidalgar t
sampai jalur hukumBerdasarkan hasil wawancara tersebut yang dijelaskan ibu
tersebut diselesaikan dengan jalur musyawarah atau kekeluargaan.

Berdasarkan data dari penelitian dapat dismpulkan bahwa langkah-
langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan wanprestasi sebagai
berikut: yang pertama, dengan musyawarahyang kedua melibatkan
pemerintahan seperti kepala desa setempat ataupun lurah setempat dam lain-la
yang ketiga melakukarrescedhle pinjaman/ penjadwalan ulang pinjamgang
terakhir penyitaan atau pengalihan asset kepada Buf8edangkan
penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan,
penyelesaian suatu sengketa juga dengan cara negosiasi, mediabgskonsi

arbitrase dan pengadilan.Jadi jumlah kasus penyelesaian denganvarabkya

°Ibu Dian, Ketua Kelompok Peminjam, wawancara tanggal 28 Juni 2018.
®Nurhidayanti, Sebagai Staf Keuangan Dana Bergulir Bumdesafars wawancara di kantor
Bumdes, Rabu, tanggal 28 Juni 2018, Jam 10:40 WIB.
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sebanyak 10 orang, penyelesaian dengan surat teguran sebanyak?7 orang,

penyelesaian dengan cara membayar denda sebanyak 5 orang.

E. Pandangan KHES Terhadap Bentuk Penyelesaian Wanprestass BUMDES

Mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam pasal 38, bahwa pihak dalam
akad yang melakukan ingkar-janji dapat dijatuhi sanksi:

1. Membayar ganti rugi

2. Pembatalan akad

3. Peralihan resiko

4. Denda membayar biaya perkara.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000
tentang Sanksi Atas Nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran
menyebutkan bahwa:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakakdpg&e8a
nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran
dengansengaja.

2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebafdraamajeur tidak
boleh dikenakan denda, karefioacemajeur itu terjadi karena bencana alam.

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai
kemauan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan denda.

4. Sanksi didasarkan pada prinsipzir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih

disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
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5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukasatas da
kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

6. Dana yang berasal dari dana yang diperuntukkan sebagai dana sosial.

Adapun pengenaan sanksi dan ganti rugi dalam akad pogeahj

Dalam surat perjanjian pinjam tidak disebutkan mengenai sanksi bagi
nasabah yang dengan sengaja menunda atau lalai atas kewajiloteryaFatwa

Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh

disebutkan bahwa:

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukan keinginan mengembalikan seb@agian a
selurunh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat
menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana butir 1 dapatdia@rupa
tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.

3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi
kewajibannya secara penuh.

Jadi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 39 tentang ganti rugi
menyatakan bahwa sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

1. Pihak yang melakukan ingkar-janji setelah dinyatakan ingkar-jartgp te
melakukan ingkar-janiji.

2. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau

dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.



67

3. Pihak yang melakukan ingkar-janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan
ingkar-janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.
Jadi dapat disimpulkan cara penyelesaian sengketa di BUMDES sudah
sesuai dengan di KHES. Alasanya dapat ditemukan dalam pengelediai
BUMDES yang melakukan ingkar-janji dikenai sanksi yaitu denda halapat

dilihat di KHES pasal 38 poin 4 yaitu Denda.

. Analisis

Pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak bumdes dengan
nasabah dilaksanakan dengan cara perjanjian tertulis dan perjanjian lisan.
Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui musyawarah dan kelatuarga
Penyelesaian suatu sengketa juga dengan cara negosiasi, meaigdiasi,
arbitrase dan peradilan. Dapat dilihat dari cara-cara penymatesngketa
tersebut. Penyelesaian wanprestasi atau ingkar janji dalam perj&ngdit di
kecamatan angkola selatan yaitu dengan cara musyawarah dan keketuargaaa
Alasan nasabah menyelesaikan wanprestasi atau ingkar janji djekgkan
dengan cara musyawarah agar penyelesaian tersebut tidak sampaadilpe,
karena apabila suatu permasalahan tidak ditemukan kesepakatan, maka
musyawarahlah cara yang paling baik dalam penyelesaian permasalabatudi

perdesaan.
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Dalam hal ini wanprestasi yang dilakukan nasabah pada Bumdes dalam
aturan bentuk-bentuk yanga ada dalam Bumdes sesuai dengan bentuk-bemntuk yan
ada di KHES akan tetapi jaminan yang ada di BUMDES tidakasdengan
jaminan yang di KHES, yang mana di dalam Bumdes nilai jante@ebut harus
sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkannya sedangkan di KHES tidak
megatur berapa nilai jaminan tersebut. Sedangkan penyelesaianagandi

Bumdes sudah sesuai dengan di KHES.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa sudah segaai die

KHES yaitu sama’’ dikenakan sanksi berupa denda.



BABV
PENUTUP
A. Kesmpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan bentuk- bentuk wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian
kredit di Bumdes adalgbertama, Tidakmelakukanapa yang dijanjikafedua
MelakukanApa Yang Dijanjikan Tetapi Terlambdgetiga Melaksanakan
sebagian apa yang dijanjikan

2. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bumdes beryaeiaut
dikenakan sanksi berupa denda serta dilakukan dengan cara musyawarah dan
kekeluargaan.

3. Adapun penyelesaian Wanprestasi / ingkar-janji dalam Bumdes sugl&i se
dengan KHES vyaitu dikenakan sanksi berupa denda. Dapat dilihat di KHES

pasal 38 poin d yaitu denda.

B. Saran-saran
Dari penelitian ini peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Nasabah seharusnya memahami bahwa dana berupa modal yang diberikan
oleh BUMDES adalah untuk pengembangan usaha bukan untuk keperluan

rumah tangga dan lain sebagainya. Apabila dana tersebut dipergunakan untuk
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keperluan lain, maka hal ini tentunya akan berakibat pada wanprestasi da
perjanjian tersebut tidak akan terlaksana dengan baik.

. Perlu adanya sosialisasi antara pihak nasabah dengan pihak Bumaeéaperh
perjanjian pengembalian kredit agar terhindar dari bentuk-bentuk ingkar janji
atau wanprestasi.

. Kesalahan bukan datang sepenuhnya dari nasabah akan tetapi juga datang dari
pihak BUMDES, oleh karena itu pihak BUMDES harus memperhatikan betul
mana calon nasabah yang patut diberi pinjaman, dan mana yang seharusnya
tidak diberikan pinjaman.

. Harusnya sesekali nasabah yang melakukan wanprestasi penyelesaanny
pengadilan apabila jalan musyawarah tidak berhasil dilaksanakan. gehing
memberikan efek jerah kepada nasabah tersebut. Dan tentunyaakan menjadi
gambaran untuk nasabah lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama

(wanprestasi/ingkar-janji).
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